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PUTUSAN
Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Pnj
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Cerai Gugat antara:

xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Longkali, 15 Februari 1969,
agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di
Jalan xxxx, RT.xx, Kelurahan xx Kecamatan
Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi

Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Sulawesi, 02 April 1962, agama
Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman dahulu Bertempat Tinggal
Di Jalan xxxx, RT.xx, Kelurahan Penajam,
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser
Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang
Bertempat Tinggal di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas Il A Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 03, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
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Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 14 Juli

2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan

Register Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan

gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil yang isinya

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15
Desember 2016 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Penajam, Kabupaten Penajam Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan
Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 15 Desember 2016;

2. Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah bertempat tinggal di
Jalan xxxx, RTxxx, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten
Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh
Allah Swit;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak
hingga saat ini;

5. Bahwa sejak 25 November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat ditangkap karena melakukan
Perbuatan Cabul kepada Cucu Penggugat yang bernama xxxx (berusia
kurang lebih 10 tahun) dan saat ini Tergugat berada dalam Lembaga
Pemasyarakatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor:
17/Pid.Sus/2023/PN Pnj yang telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima)
tahun dengan tambahan 1 (satu) bulan Penjara dan telah berkekuatan

hukum yang tetap;
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6. Bahwa Sesuai Surat Keterangan Nomor: xxx dari Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan menerangkang Bahwa xxxx adalah
benar sebagai Narapidana yang saat ini menjalani pembinaan di Lapas
Kelas IIA Balikpapan;

7. Bahwa sejak itu tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan
wajibnya kepada penggugat;

8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga tidak
ada upaya mendamaikan/Merujukkan Kembali rumah tangga Penggugat
dan Tergugat;

9. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak
ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat

(XXxX)

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Berdasarkan Pasal 144 ayat 1 RBg (Recht Reglement voor de
Buitengewesten) “Bila penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat
mengajukan gugatannya secara lisan Kepada Ketua Pengadilan negeri yang
membuat catatan atau memerintahkan untuk membuat catatan gugatan itu.

Seorang kuasa tidak mengajukan gugatan secara lisan.”
Subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya;
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Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut

hukum;

Bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan identitas Penggugat dan

ternyata sesuai dengan surat gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat
supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak

ada perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti sebagai berikut:
A. Bukti Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx tanggal 26 Oktober 2017
yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
xxx tanggal 30 Maret 2021 vyang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser
Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos,
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 15 Desember 2016
yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam

Hal. 4 dari 13 Put. Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap
pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

4.  Asli Putusan Nomor xxx tanggal 29 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Negeri Penajam, putusan tersebut telah berkekuatan
hukum tetap sejak 30 Maret 2023. 6 Juni 2023. Bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.4 dan diparaf;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan
yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat
dalan Berita Acara Sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini
majelis hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang
perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang
beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi
kewenangan absolut Peradilan Agama,;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian
diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang domisili, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2. Alat bukti tersebut telah
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diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai aslinya. Semua alat bukti dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat
berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil
memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan
hukum, agama, dan kesusilaan, sehingga sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal
1888 KUHPerdata, alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan
dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ternyata terbukti
Penggugat merupakan penduduk resmi Kabupaten Penajam Paser Utara,
sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Penajam berwenang

secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara
perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut

agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya
sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat
bertanda P.3. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos,
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, dikeluarkan dan
ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun
pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini
dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga
berdasarkan Pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) jo. Pasal 3 ayat (1)
huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea
Meterai jis. Pasal 1888 KUHPerdata alat bukti tersebut secara formil dan

materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 yang
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 Reglement Buiten Govesten (R.Bg),
harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah
terikat dalam perkawinan yang sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,
sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (persona standi in
judicio);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat
telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak hadir
di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil /
kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh
suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, sesuai ketentuan
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara
ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RB.g
jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 102 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha
menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian
terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk
perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan
pada ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak
mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau yang lebih berat

setelah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang
sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus

dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan
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Penggugat, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan
dapat diputus tanpa kehadirannya (verstek);

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi
dalam Kitab Hadits Mu’inul Hukkam halaman 96 :

68 a8 ualudll s e oSla L ed et JEE Ll ) el e
d g Yl

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : “barang
siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di
persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia
termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat
mengajukan bukti P.4 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai
cukup dan dicap pos, dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang
dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki
hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum,
agama, dan kesusilaan, sehingga sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888
KUHPerdata, alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan
dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dikualifikasikan sebagai akta otentik
sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang
dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi diperoleh fakta sebagai
berikut:

1. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik
dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus
dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2016 yang dicatat oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser
Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 15 Desember 2016;
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2. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan
dengan bukti P4 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat
dipidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan
diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas,
maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan
berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam
rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai
suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila
pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran
kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai,
menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah
satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka
perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan
(sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada
dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh

pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah dipidana penjara
selama 5 tahun setelah masa perkawinan, maka hal itu sudah menunjukkan
bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai
tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (sakinah),

cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami isteri telah
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hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang
diharapkan sulit terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan
dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti
kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya,
tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya
penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat
lahir dan batin. Padahal sesuai dengan Qaidah Fighiyah yang termaktub dalam
Kitab Al-AsybahWannadzair yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis
Hakim dinyatakan:

Alooll wal> e padio sawleadl 5,0
Artinya: “Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan

dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang bahwa bertolak dari kaidah fighiyah tersebut dan
dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi
mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh
memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang
oleh syariat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan
tersebut, karena mudarat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar
daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan
diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan
perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat
telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9
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Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami
isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah
tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1
dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka
petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta
Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 57 /KMA/SKI/III/2019 tentang
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama,
maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat

(xxxx);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami H. Achmad Fausi,
S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.l., M.H. dan Daru Halleila, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim—Hakim Anggota dan Norhuda, S.H. sebagai

Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.l., M.H. H. Achmad Fausi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Daru Halleila, S.H.

Panitera,

Norhuda, S.H.
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Perincian Biaya Perkara:
1. PNBP Rp. 60.000,00

2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 225.000,00
4. Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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